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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili  perkara-perkara tertentu pada

tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Cerai Gugat antara; 

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  Kabupaten Bengkulu

Selatan, sebagai Penggugat; 

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas,  tempat kediaman di  Jawa Barat,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Mei

2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 105/Pdt.G/2019/PA.Mna,

tanggal 03 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  yang sah, menikah

pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2004, dengan wali nikah Ayah Penggugat,

status perawan dengan jejaka, dengan mas kawin berupa alat Sholat + emas

10 Garam dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor  No  Akta  Nikah yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Cibiduk, tanggal 17 Juni 2004;

2. Bahwa,  sesaat  setelah  akad  nikah  Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik

talak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
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berpindah-pindah terakhir Pengggugat dan Tergugat membina rumah tangga

di  Desa  Darat  Sawah,  Kecamatan  Seginim,  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,

sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak Pertama bernama

Anak I, perempuan, umur 14 tahun anak kedua bernama  Anak II, laki-laki,

umur 5 tahun;

5. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada

mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

6. Bahwa,  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sering

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :;

- Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Tergugat tidak menghargai Penggugat;

- Tergugat cemburuan;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan danpertengkarantersebut, Penggugat dan

Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal  sejak tanggal  09 Februari  2019,

(Tergugat  pulang kerumah saudaranya  sedangkan Penggugat  tetap  tinggal

dirumah orang  tua  Penggugat).  Selama berpisah  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir

batin  kepada  Penggugat,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

selama lebih kurang 3 bulan;

8. Bahwa,  pihakkeluargasudah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun tidak  berhasil  karena Penggugat  tidak  mau lagi  berumah

tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  Penggugat  merasa  tidak

mungkin  lagi  untuk  meneruskan rumah tangga dengan Tergugat  dan jalan

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagaiberikut;

PRIMER :;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
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3.  Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan

yang berlaku;

SUBSIDER :;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat  datang  sendiri  menghadap  di  persidangan, Majelis  Hakim  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dilakukan,  Majelis  Hakim

menjelaskan  dan  memberikan  petunjuk  kepada  kedua  belah  pihak  untuk

menempuh proses mediasi  sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal  17

ayat 1  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  dan untuk melakukan

mediasi  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menyerahkan  kepada  Ketua

Majelis  untuk  menunjuk  mediator  seorang  Hakim    Pengadilan  Agama

Pandeglang,  selanjutnya  Ketua  Majelis  menunjuk  mediator  bernama:  Rojudin,

S.H.I., M.Ag;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Junu 2019 dinyatakan

bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak Berhasil, kemudian Majelis

Hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  tersebut  dengan  terlebih  dahulu

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  tersebut  yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawaban  karena pada acara sidang

selanjutnya  Tergugat tidak  hadir  kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat  tersebut tidak disebabkan

oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat   telah

mengajukan alat bukti berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  No Akta Nikah tanggal 17 Juni 2004,

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cibiduk.  Bukti  surat

tersebut  telah diberi  meterai  cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa,  Penggugat  juga  telah  mengajukan  bukti  saksi  dibawah  sumpah
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yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Saksi I,  selaku  Teman  Penggugat,  yang menerangkan di  bawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  ;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Garut  dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,

karena sering bertengkar dan saksi tahu dari cerita Penggugat 

- Bahwa  menurut  Penggugat  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  karena  Tergugat  cemburuan  dan  tidak

menghargai Penggugat 

- Bahwa   Penggugat dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sudalh

berlangsung selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil  

2. Saksi  II,  selaku  adik  kandung   Penggugat,  yang  menerangkan  di  bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Garut  dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,

karena sering bertengkar dan saksi tahu dari cerita Penggugat 

- Bahwa  menurut  Penggugat  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan

nafkan kepada Penggugat dan Tergugat cemburuan terhadap Penggugat ;

- Bahwa   Penggugat dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sudalh

berlangsung selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil  
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Bahwa selanjutnya  Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-

buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Cerai  Gugat  Penggugat  adalah

seperti tersebut diatas; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat  dan Tergugat   sesuai  dengan ketentuan Pasal  65  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara,  Majelis Hakim

telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan

Pasal  17  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016,  namun

berdasarkan laporan dari  mediator  Rojudin,  S.H.I.,  M.Ag tanggal  27 Juni  2019

proses  mediasi  yang  dilaksanakan  Tidak  Berhasil  mencapai  kesepakatan

perdamaian;

Menimbang,  bahwa   Penggugat   dalam  gugatannya  mendalilkan  telah

melangsungkan  perkawinan  dengan   Tergugat   dihadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cibiduk   Kabupaten  Garut   dan

kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis,  sering terjadi  pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu  Penggugat  memiliki

legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal

20 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat   dan  Tergugat   beragama  Islam  dan

perkawinan  mereka  dilangsungkan  berdasarkan  hukum  Islam  oleh  karena  itu
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berdasarkan Pasal  40 dan Pasal  63 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo.  Pasal  49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

dengan  demikian  perkara  a  quo merupakan  kewenangan  absolut Pengadilan

Agama;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  perkawinannya

dengan  Tergugat  diputuskan  dengan perceraian  dengan alasan   sebagaimana

terurai dalam duduk perkara ; 

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

menyampaikan jawaban, karena pada persidangan tidak  hadir  kepersidangan

dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain   untuk  menghadap  sebagai  kuasa  atau

wakilnya,  meskipun telah dipanggil  secara  resmi  dan patut  dan ketidakhadiran

Tergugat  tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum,

maka  secara formal   Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya

dan dapat pula  dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-

dalil gugatan Penggugat  secara keseluruhan ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah  diakui

oleh Tergugat  secara  murni  dan tegas (expressis  verbis)  dan mempunyai  nilai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  mengikat  dan  menentukan  (volledig,

bindende  en  beslissende  bewijskracht),  namun  karena  perkara  ini  berkaitan

dengan perceraian yang memiliki  aspek  lex specialis   dan untuk menghindari

kemungkinan  adanya  motif  persepakatan  cerai  yang  tidak  dianut  dan  tidak

dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  sebagaimana  diatur  dalam

ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat

2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  vide  Pasal  76  ayat  1  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani

kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283

Rbg ;
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  tersebut,

Penggugat  telah mengajukan bukti surat  yang diberi kode P dan  2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  yang diberi  kode P,  telah dilegalisir  dan

telah dicocokan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai

kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti

tersebut, telah dimeteraikan (dinazegelen) secukupnya sebagaimana diatur dalam

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai,

sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti   P, berupa fotokopi  Kutipan Akta

Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti

antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat

dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang,  bahwa   alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat

adalah  didasarkan  atas  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam tahun 1991  jis. Pasal  76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang

dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim

telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama  Novi

Merisa binti Atul Jaya  dan Yesi Angelika Dela Putri binti Wahidin 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan,

yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga  kedekatan  dengan

Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat

formil  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  145  HIR  jo Pasal  76  Undang-Undang

Nomor  7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  mengenai

pertengkaran  dalam  rumah  tangga  Penggugat     dengan  Tergugat    yang

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  mampu  memberikan  nafkan  kepada

Hal 7 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,  Tergugat  cemburuan  terhadap    dan  tidak  menghargai  Penggugat

adalah  fakta  yang  tidak  dilihat  sendiri,  namun  demikian  meskipun  keterangan

saksi-saksi  tersebut  tidak  secara  langsung  menyaksikan  ataupun  mendengar

langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat    atau pihak keluarga lain

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti

permulaan  dan  dapat  dikonstruksikan  dengan  fakta-fakta  lainnya  sebagai  alat

bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan   saksi 1 dan saksi 2 Penggugat   mengenai

adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat   dan Tergugat    yang

mengakibatkan  Penggugat    dan  Tergugat     berpisah  tempat  tinggal  selama

(tiga) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  telah

diatur  dalam  Pasal  171  HIR.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa meskipun keterangan  saksi-saksi   Penggugat     di

persidangan  memberikan  keterangan  dan  keterangan  yang  diberikan

menerangkan  suatu  akibat  hukum  (Recht  Gevoig)  yang  terlebih  dahulu

menerangkan  adanya  sebab-sebab/alasan-alasan  hukum  (Vreem  de  Oozaak),

dan   saksi  tersebut  mengetahui  adanya  perpisahan  antara  Penggugat    dan

Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan  saksi tersebut

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan   Penggugat   dihubungkan

dengan  bukti-bukti,  baik  bukti  surat  maupun  keterangan  kedua  orang  saksi,

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  Penggugat     dengan  Tergugat    adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal  17 Juni 20014 dan telah  dikaruniai  2  (dua) orang

anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat    dengan Tergugat    rukun

dan harmonis, namun sekarang  rumah tangga Penggugat    dengan Tergugat

sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat   dengan Tergugat    sering

berselisih dan bertengkar;
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat    dengan

karena  Tergugat  tidak  mampu  memberikan  nafkan  kepada  Penggugat,

Tergugat cemburuan terhadap   dan tidak menghargai Penggugat;

- Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  antara

Penggugat     dengan  Tergugat      telah berpisah tempat  tinggal   sampai

dengan sekarang  selama lebih kurang 3 (tiga) bulan  ;

- Bahwa, Penggugat     telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim

telah  menasehati  Penggugat     di  persidangan agar  tidak  bercerai  dengan

Tergugat,  namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selama  dalam  persidangan  perkara  ini,  Penggugat

telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Tergugat  juga telah

pula menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tidak bercerai  dengan  Penggugat,

sampai  ketika  putusan  ini  hendak  dibacakan,  atas  pertanyaan  Majelis  Hakim

Penggugat  masih bersikukuh untuk bercerai dan tetap melanjutkan perkaranya; 

Menimbang,  bahwa  terlepas  dari  apa  yang  sesungguhnya  melatar

belakangi  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  dan dari  pihak mana yang menjadi  pemicu keretakan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah

tangga,  Penggugat  dan  Tergugat   sudah  tidak  harmonis  lagi,   yang  berujung

dengan pisah tempat tinggal  telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan  meskipun

telah  dilakukan  upaya  damai  oleh  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat,  hakim

mediator,  dan  Majelis  hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  pada  tiap  persidangan,  namun  Penggugat   tetap  pada  pendiriannya

untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam

mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah

sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim dalam hal

telah  pecahnya  ikatan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  ini,  tidak  perlu

mencari  siapa  yang  salah  di  antara  kedua  belah  pihak  yang  menjadi

penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui

putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor :

44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  tersebut  Majelis  dapat

mengkualifikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah,
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sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang

dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  rusak

(broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9 tahun 1975 sejalan dengan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara  ini  relevan dengan Dalil  Syar'i  dalam

Kitab  Fiqih  Sunnah  Juz  II  halaman 248  yang  diambil  alih  oleh  Majelis  Hakim

sebagai pertimbangan hukum yang artinya berbunyi sebagai berikut : 

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti

yang  diajukan  oleh  isteri  atau  adanya  pengakuan  suami,  dan  isteri  merasa

menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak

berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak

satu ba'in “; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  maka  telah  terdapat  cukup  alasan  hukum  bagi  Majelis  Hakimuntuk

mengabulkan gugatan Penggugat,  dan karena antara Penggugat  dan Tergugat

tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal

119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat

yang  memohon  agar  perkawinannya  dijatuhkan  talak  satu  bain  shughra  dari

Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perceraian  yang  berkaitan  erat

dengan  perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

sebagaimana  telah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang

berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughraTergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  kepadaPenggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini
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sejumlah Rp686000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 M. bertepatan dengan

tanggal  12  Zulhijjah  1440  H..  Oleh  kami  Rohmat,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Ketua

Majelis,   Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin,  S.Ag.,M.Ag masing-masing

sebagai Hakim Anggota,  putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

hakim Anggota dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat diluar  hadirnya Tergugat ; 

 

Ketua Majelis,

 Rohmat, S.Ag., M.H.

    Hakim Anggota,Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.  Rojudin, S.Ag.,M.Ag

   Panitera Pengganti,

     Zana Sulasteri, S.H. 

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00

1. Biaya ATK Perkara : Rp.    75.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp   545.000,00

3. Biaya PNBP Panggilan : Rp     20.000.00

4. Biaya Redaksi : Rp     10.000,00

5. Biaya Materai                          : Rp.      6.000,00

Jumlah            : Rp.    686.000,00
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